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Abstract

The result of this research is general election performance of House of people’s representative
Leadership of political party at provincial, and Assembly at provincial members runs E
fluent, peace, nicely. It is proved with ten steps of general election runs well, there is &
heaviness from witness of general election participant that written in official report and bas
interview by triagulation all respondents answer that legislative general election performance 3
2009 runs well. Besides that, general election performance of House of peopis
representatives, Leadership of political party at provincial, and Assembly at provings
members in 2009 in Sukoharjo regency as constitution implementation number 10 in 2008, &=
government rule of constitution substitute number 1 in 2009, means that legislative gene
election in 2009 based o constitution number 10 in 2008 and government rule as Constitut
substitute number 1 in 2009.

Keywords : undang-undang nomor 10 tahun 2003 , peraturan pemerintah pengganti undang-
undang nomor 1 tahun 2009

Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai |
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara). Schmmiter dan
menjelaskan Demacracy political modern is system of governance in which rulers are A
accountable for their actions in the public realm Dy citizens, acting inderctly through i
competition and coorperation of their elected representative. (Leo Agustino, 2009:42
Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang

keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langs
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 gidasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
vidi Suparyanto, 2008:3). Makna harfiah demokrasi dari kata demos berarti rakyat dan
\stos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan pemerintahan rakyat atau
semerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (the will of the people). Secara garis
sesar dapat didefinisikan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan  dimana
&emulasi kebijakan, secara langsung atau tidak (langsung) amat ditentukan oleh suara
yontas warga masyarakat yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan (Leo
Agustino, 2009:39).
Berkaitan dengan definisi demokrasi Carter dan Herz menjelaskan bahwa karakieristik
 wajib ada di Negara-negara demokrasi adalah: penama,-pembm..wfnadap-m-
;pqmerint’ah untuk memberikan perlindungan pada individu dan kelompok melalui cara
lmeuyusun pergantian pemimpin secard berkala, Kedua, adanya sikap toleran terhadap
pendapat yang berlawanan. Ketiga, persamaan dihadapan ‘hukum yang diimplementasikan
' dengan sikap tunduk pada aturan hukum tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi, dan
L poitik. Keempat, adanya pemilihan yang bebas dan disertai dengan model perwakilan yang.
efektif. Kelima, diberikannya kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik
peserta pemilihan raya, termasuk juga organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok
kepentingan (interest group) serta kelompok-kelompok penckan (pressure group). Keenam,
- adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapapun
~ tampak salah dan tidak popular, ketujuh, dikembangkannya sikap menghargai hak-hak
minoriti dan perorangan dengan lebih mengarusutamakan (main stream) penggunaan cara

persuasi dan diskusi dari pada cara-cara koersi dan represi (Leo Agustino, 2009:42).
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Perumusan Masalah

pertanyaan apa saja vang ingin kita cariakan jawabannya (Hardjono. T., 1982:9).

beriku:

5

Metode Penelitian

1. Objek dan Substansi Penelitian

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan
Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebaga

Bagaimana pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupates
Sukoharjo?

Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dan Peraturas
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor | tahun 2009 tentang Pemilihan Uny

DPR, DPD, DPRD tahun 2009 (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo )? g

Objek penelitian dalam tesis ini adalah undang-undang nomor 10 tahun 2008 dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 implementasinys
di Sukoharjo.

Penelitian hukum menurut Bambang Sunggono dibedakan menjadi dua yaitu ©
penelitihan hukum Doktrinal dan penelitian hukum non doctrinal. Penelitian hukum
doctrinal adalah penelitian yang bertolak dari postulat-postulat normative yang dise
dengan norma hukum positif dan doktrin-dcktrin.( Bambang Sunggono, 2007:90).
Penelitihan hukum doctrinal disebut juga penelitian Normatif. Sedangkan Penelitian
hukuin non doctrinal adalah penelitian yang bertolak dari data-data empiris dan

konsekwensi logisnya berakhir pada penemuan-penemuan teori. (Bambang Sunggono. '
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¢. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan bahan hukum primer i
sekunder. Antara lain kamus dan ensiklopedia.
3. Pengumpulan bahan penelitian (data)
Untuk mengumpuikan data sebagai bahan penelitian dengan :

a. Pokok meliputi :

D

2) Studi Pustaka, merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang diambil

b. Tambahan meliputi :

1} Wawancara, merupakan salah satv sumber insformasi studi kasus yang sam

2) Tehnik Triagulasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mena

Studi/ analisis Dokumen, merupakan teknik mengumpulkan data denss

mempelajari dokumen-dokumen yang ada. Dokumen-dokumen itu antara lais

a)
b)

c)

d)

€)
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Surat, memorandum, dan pengumuman resmi.

Agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan dan laporan-laporan peris
tertulis lainnya. -
Dokumen-dokumen administrative —proposal, laporan kemajuan,
dokumen-dokumen intern lainnya.

Penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada “situs” yang sama
Kliping-kliping baru dan artikel-artikel lain yang muncul dimedia masss

Robert K. Yin, 1997: 04).

buku-buku yang relevan dan sesuai dengan perumusan masalah dari penels

yang dilakukan,

pengumpulan data dengan memajukan beberapa pertanyaan kepada respondes.

kepada (3) tiga responden untuk mengecek kebenaran yang telah dibahas.

penting.( Robert K. Yin, 1997:108). Wawancara merupakan salah satu i
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kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat warga negara yan

mempunyai hak pilih.

Setelah selesai penyusunan daftar pemilih, diadakan pemutakhiran data pemili
berdasarkan data kependudukan dari pemer'ntah dan pemnerintah pusat. Dala
pemutakhiran data pemilih KPU kabupaten Sukoharjo dibantu oleh PPS dan PPK sen
perangkatdesa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga, warga masyarakat., Has
pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan dafiar pemil®
sementara. Jumlah  pemilih sementara laki-laki 321.597 orang, jumlah pe
perempuan 334.045 orang sehingga jumlah pemilihnya kescluruhan sebanyak 655,642

orang.

Dafatr pemilih sementara yang sudah tersusun diumumkan olch PPS kepads
masyarakat selama 7 hari untuk mendapat tanggapan masyarakat. Masukan masyarak
ditunggu samapai 14 hari, dari masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya &
umumkan lagi selama 3 hari. Daftar pemilig sementara hasil perbaikan akh
disampaikan oleh PPS kepada KPU kabupaten sujoharjo, disusunlah daftar pemild
tetap. Jumlah pemilih tetap laki-laki 320.461 orang, jumlah pemilih perempuss

330.721 orang schingga jumlah pemilihnya keseluruhan seban yak 651.182 orang.
2. Pendaftaran peserta pemilu.

Peserta pemilu untuk memilih DPD adalah perseorangan. Jadwal wakee
pendaftaran peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU tanggal 27 Juni sa
dengan 3 Juli 2008. Sedangkan peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD
provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik. Pendafaran partai politik sebaga’
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keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo. Berarti saksi dari perwakilan partai p s
menerima dan mengakui pelaksanaan pemilu berjalan lancar, |

c. Melihat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai pel
peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi
pemilihan provinsi jateng 5, tingkat kabupaten Sukoharjo tahun 2009, tida
keberatan /kejadian khusus yang diajukan oleh saksi dan tidak
keberatan/kejadian khusus mengenai keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo.
saksi dari perwakilan partai politik menerima pelaksanaan pemilu berjalan |a

d. Melihat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai ped
peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD daerah pen
Sukoharjo 1 tahun 2009, tidak ada keberatan /kejadian khusus yang {ilia‘zjuk:&ﬂ1
saksi dan tidak ada keberatan/kejadian khusus mengenai keputusan KPU Kabu
Sukoharjo, berarti saksi dari perwakilan partai politik menerima pelaksanaan pes
berjalan lancar,

€. Melihat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai ps
peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD daerah
Sukoharjo 2, tahun 2009, tidak ada keberatan /kejadian khusus yang diajukan
saksi dan tidak ada keberatan/kejadian khusus mengenai keputusan KPU Kabug
Sukoharjo, berarti saksi dari perwakilan partai politik menerima pelaksanaan pes
berjalan lancar.

f. Melihat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolechan suara partai pe
peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD daecrah pemilis

Sukoharjo 3, tahun 2009, tidak ada keberatan /kejadian khusus yang diajukan
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responden menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif berjalan ¢

lancar, tertib dan aman.

b. Wawancara yang kedua kepada responden dari panwaslu, hasil wawancass
lima belas pertanyaan dijawab 13 pertanyaan mendukung dan dua pert <
tidak mendukung, sehingga persentasenya 13/15 X 100%=86,66% mendu
dari 86,66% menunjukkan bahwa jawaban responden menjelaskan

pelaksanaan pemilu legislatif berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

¢. Wawancara yang Ketiga kepada responden dari salah satu pengurus partai pe
di Sukoharjo, hasil wawancara dari lima belas pertanyaan dijawas
pertanyaan mendukung dan satu pertanyaan tidak mendukung, sehis
persentasenya 14/15 X 100%=933,33% Mendukung, dari 93.33% menunjuts
bahwa jawaban responden menjelaskan bahwa pemilu legislatif tahun 2%
berjalan lancar tertib tanpa ada komplin dari manapun mengenai pelakss

pemilu,

Dari ketiga responden itu semua manjawab pelaksanaan pemilu anggota
DPD, DPRD  tahun 2009 berjalan baik, lancar, aman. Hal ini memperkuat jav
dari permasalahan pertama mengenai pelaksanaan pemilihan umum anggota DF

DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten Sukoharjo tahun 2009.

Kesimpulan
Berdasakan pembahasan dari bab tiga penilis dapat menuyimpukan antara sebas

berikut:
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